
 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG 
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221 

Telepon: (0355) 321513 Website: www.uinsatu.ac.id Email: info@uinsatu.ac.id 
 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor: 4428/Un.18/10/2024 
 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali 

Rahmatullah Tulungagung menerangkan dengan sebenarnya bahwa: 
 

1. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 

tanggal 21 Maret 1997. Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel beralih status menjadi 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung. 

2. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2013 tanggal 

30 Juli 2013. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung beralih status 

menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 

3. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tanggal 

11 Mei 2021. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung beralih status menjadi 

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. 
 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

Tulungagung, 28 Oktober 2024  
 
  Rektor, 

 
 
      ^        
 
 
Abd. Aziz 

   
 
 
 

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : De57fz



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SA}ITID ALI RAHMATULLAH

TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu
Agama Islam dengan ilmu lain serta mewujudkan sumber

daya manusia yang berkualitas, perlu menetapkan

Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri

Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;

l. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 158, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2Ol9 tentang
Pendidikan Tinggi Keagamaan (tembaran Negara

Republik [ndonesia Tahun 2079 Nomor l20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6362);

SK No 102672 A

MEMUTUSKAN: . . .
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MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG.

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Presiden ini, didirikan Universitas

Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam

Negeri Tulungagung.

(21 Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Tulungagung merupakan pergurLlan tinggi di

lingkungan kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang agama, yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang agama.

Pasal 2

(1) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Tulungagung mempunyai tugas menyelenggarakan

program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam.

(21 Selain menyelenggarakan program pendidikan tiriggi

ilmu Agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Tulungagung dapat menyelenggarakan program

pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung
penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu
Agama Islam.
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(3) Pembinaan
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(3) Pembinaan teknrs penyelenggaraan program

pendidikan tinggi ilmu Agama Islam dilakukan oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang agama dan pembinaan teknis

program pendidikan ilmu lain dilakukan oleh menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendidikan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

a. semua kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban dari

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dialihkan

menjadi kekayaan, pegawai, hak, dan kewajiban

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Ttrlungagung; dan

b. semua mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri

Tulungagung dialihkan menjadi mahasiswa

Universiths Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

Tulungagung.

Pasal 4

Penataan organisasi, kepegawaian, anggaran, aset, dan

arsip terkait dengan proses pengalihan Institut Agama

Islam Negeri Tulungagung menjadi Universitas Islam

Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam

pelaksanaan Peraturan Presiden ini menjadi tanggung

jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian sesu  dengan kewenangan masing-

masing.
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Pasal 5 .,. .
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Pasal 5

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan

pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun

2Ol3 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama lslam

Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri

Tulungagung, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan

Presiden ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 50 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2}lg Nomor l2ol,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam l,embaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2O2L

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2O2l

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2I NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan dan

strasi Hukum,

ttd
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  50  TAHUN  2013   

TENTANG 

PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 

MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan 

dan kebutuhan ilmu Agama Islam serta dalam rangka 

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di 

bidang ilmu Agama Islam, dipandang perlu menetapkan 

Peraturan Presiden tentang Perubahan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama 

Islam Negeri Tulungagung; 

 

 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang … 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5157); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH 

TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG MENJADI 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG. 

 

Pasal  1 

(1) Dengan Peraturan Presiden ini Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Tulungagung diubah bentuknya menjadi 

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 

(2) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung merupakan 

perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama. 

Pasal  2 … 
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Pasal  2 

 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua 

kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban dari Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung dialihkan menjadi 

kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban Institut Agama 

Islam Negeri Tulungagung. 

 

 

Pasal  3 

 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua 

pegawai yang bekerja pada Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Tulungagung tetap menjalankan tugasnya sampai 

dengan ditetapkannya status kepegawaian yang 

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

Pasal  4 

 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua 

ketentuan mengenai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Tulungagung yang tidak bertentangan dengan Peraturan 

Presiden ini masih tetap berlaku sampai dengan diubah 

dan/atau diadakan peraturan yang baru berdasarkan 

Peraturan Presiden ini. 

 

Pasal  5 … 
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Pasal  5 

 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan 

Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Menteri Agama, baik secara bersama-

sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang 

tugasnya masing-masing dengan memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

Pasal  6 

 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua 

ketentuan mengenai pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Tulungagung sebagaimana diatur dalam Keputusan 

Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

 

 

Pasal  7 

 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di-

undangkan.  

 

 

 

Agar … 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal  30  Juli  2013  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd. 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal  6  Agustus  2013 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

  

AMIR SYAMSUDIN 

 

 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2013  NOMOR  120 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, 

 
ttd. 

 

Siswanto Roesyidi 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 1997

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu
manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan,
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri,
serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;

b. bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mempunyai peranan
penting dan strategis dalam upaya mencapai tujuan pendidikan
tersebut;

c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas
pendidikan di IAIN, dipandang perlu melakukan penataan terhadap
fakultas-fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar IAIN
induk;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, dan c di atas,
dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3390);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3414);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok
Organisasi Instituut Agama Islam Negeri (Lembaran Negara Tahun
1991 Nomor 16);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Organisasi Departemen;

6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan
Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996;

7. Keputusan…
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7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi
Institut Agama Islam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI.

Pasal 1

(1) Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang selanjutnya
dalam Keputusan Presiden ini disebut STAIN.

(2) Nama dan lokasi STAIN adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Presiden ini.

(3) STAIN adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Agama.

(4) Pembinaan STAIN secara teknis akademis dilakukan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan dan pembinaan secara fungsional
dilakukan oleh Menteri Agama.

Pasal 2

STAIN mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan tinggi,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu
pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 3…
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Pasal 3

Organisasi STAIN terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan: Ketua dan Pembantu Ketua;

b. Senat STAIN;

c. Unsur Pelaksana Akademik: Jurusan, Pusat Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat, Laboratorium/studio, dan
Kelompok Dosen;

d. Unsur Pelaksana Administratif: Bagian;

e. Unsur Penunjang: Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja STAIN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan oleh Menteri Agama
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung
jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka semua fakultas di
lingkungan IAIN yang berlokasi di luar IAIN induk, diintegrasikan
kepada STAIN.

Pasal 6

Pelaksana Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri
Agama.

Pasal 7…
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Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1997
TANGGAL 21 MARET 1997

DAFTAR NAMA DAN LOKASI SEKOLAH TINGGI
AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
No. NAMA SEKOLAH TINGGI LOKASI/PROPINSI
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. STAIN Ambon Ambon/Maluku

2. STAIN Batusangkar Batusangkar/Sumatera Barat

3. STAIN Bengkulu Bengkulu/Bengkulu

4. STAIN Bukittinggi Bukittinggi/Sumatera Barat

5. STAIN Cirebon Cirebon/Jawa Barat

6. STAIN Curup Curup/Bengkulu

7. STAIN Gorontalo Gorontalo/Sulawesi Utara

8. STAIN Jember Jember/Jawa Timur

9. STAIN Kediri Kediri/Jawa Timur

10. STAIN Kendari Kendari/Sulawesi Tenggara

11. STAIN Kerinci Kerinci/Jambi

12. STAIN Kudus Kudus/Jawa Tengah

13. STAIN Malang Malang/Jawa Timur

14. STAIN Manado Manado/Sulawesi Utara

15. STAIN Mataram Mataram/NTB

16. STAIN Metro Metro/Lampung

17. STAIN Padangsidempuan Padangsidempuan/

Sumatera Utara

18. STAIN…
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18. STAIN Palangkaraya Palangkaraya/Kalimantan Tengah

19. STAIN Palopo Palopo/Sulawesi Selatan

20. STAIN Palu Palu/Sulawesi Tengah

21. STAIN Pamekasan Pamekasan/Jawa Timur

22. STAIN Pare-Pare Pare-Pare/Sulawesi Selatan

23. STAIN Pekalongan Pekalongan/Jawa Tengah

24. STAIN Ponorogo Ponorogo/Jawa Timur

25. STAIN Pontianak Pontianak/Kalimantan Barat

26. STAIN Purwokerto Purwokerto/Jawa Tengah

27. STAIN Salatiga Salatiga/Jawa Tengah

28. STAIN Samarinda Samarinda/Kalimantan Timur

29. STAIN Serang Serang/Jawa Barat

30. STAIN Surakarta Surakarta/Jawa Tengah

31. STAIN Ternate Ternate/Maluku

32. STAIN Tulungagung Tulungagung/Jawa Timur

33. STAIN Watampone Watampone/Sulawesi Selatan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
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SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1758/SK/BAN-PT/Ak/PT/IX/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

KABUPATEN TULUNGAGUNG

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa  untuk  mewujudkan  kepastian  dan  keadilan
hukum,  maka  perlu  ditetapkan  Status  Peringkat
Akreditasi  Perguruan  Tinggi  yang  mengajukan
permohonan  akreditasi;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Direktur  Dewan  Eksekutif  Badan  Akreditasi  Nasional
Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan
Tinggi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.

 
Mengingat : 1. Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan  Tinggi  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2020  Nomor  47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Akreditasi
Program  Studi  dan  Perguruan  Tinggi  (Berita  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Pendirian,
Perubahan,  Pembubaran Perguruan Tinggi  Negeri,  dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi
Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi  Republik  Indonesia  Nomor  380/P/2021
Tentang  Anggota  Dewan  Eksekutif  Badan  Akreditasi
Nasional  Perguruan  Tinggi  Periode  2021-2026;
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6. Peraturan Badan Akreditasi  Nasional  Perguruan Tinggi
Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Mekanisme  Akreditasi
untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi;

 
Memperhatikan : 1. Ketentuan  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan

Kebudayaan  Nomor  5  Tahun  2020  tentang  Akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi;

2. Keputusan  Rapat  Pleno  Dewan  Eksekutif  Badan
Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi  Tanggal  10
September  2024  Tentang  Penetapan  Status  Peringkat
Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN  DIREKTUR  DEWAN  EKSEKUTIF  BADAN
AKREDITASI  NASIONAL  PERGURUAN  TINGGI  TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KESATU : Menetapkan  peringkat  akreditasi  perguruan  tinggi  pada
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,
Kabupaten Tulungagung, Unggul dengan nilai 361.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU berlaku dari  tanggal  10  September
2024 sampai dengan tanggal 10 September 2029.

KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud
dalam  Diktum  KEDUA  dapat  dicabut  sebelum  masa
berlakunya  berakhir  sebagaimana  dimaksud  dalam Diktum
KEDUA,  apabila  Perguruan  Tinggi  Universitas  Islam Negeri
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Kabupaten Tulungagung
terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada  saat  Keputusan  Direktur  Dewan  Eksekutif  Badan
Akreditasi  Nasional  ini  mulai  berlaku,  Keputusan  Direktur
Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 63/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/II/2022 tentang Peringkat
Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali
Rahmatullah Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan  Badan Akreditasi  Nasional  Perguruan Tinggi  ini
mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2024
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

 
 
 
 

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 1758/SK/BAN-PT/Ak/PT/IX/2024, menyatakan

bahwa
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Kabupaten

Tulungagung
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Unggul
Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku

sejak tanggal 10 - September - 2024 sampai dengan 10 - September - 2029

Jakarta, 10 - September - 2024


